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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data, menganalisis dan membahas tentang visi, misi, sasaran dan
strategi yang sesuai dengan pembangunan transmigrasi pasca reformasi. Jenis penelitian ini adalah
penelitian kasus. Untuk mendapatkan data yang diperlukan diambil sampel responden dari Para ahli yang
berkaitan dengan pelaksanaan transmigrasi sebanyak 5 orang yang terdiri Kepala Biro Perencanaan
Departemen Transmigrasi dan PPH, Kepala Bagian Rencana Departemen Transmigrasi dan PPH, Staf Ahli
Menteri Departemen Transmigrasi dan PPH, Kepala Pudlitbang Departemen Transmigrasi dan PPH, dan
Kepala Pusat Data dan leformasi Departemen Transmigrasi dan PPH. Data dikumpulkan melalul angket dan
wawancara. Data yang terkumpul diolah dengan Analysis Hirearchy Process dan analisis SWOT. Teknik
analisis data dibantu dengan menggunakan program Expert Choice.

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menunjang terhadap keberhasilan pel aksanaan program transmigrasi adalah;
sumberdaya manusia, lahan yang tersediakrisis ekonomi, persepsi masyarakat tentang transmigras,
kerjasama dengan pihak swasta, otonomi daerah, lembaga ekonomi, dan globalisasi.

2. Kendala-kendal a dalam pel aksanaan pembangunan transmigrasi adalah persepsi yang negatif dari
masyarakat tentang transmigrasi, citra negatif pembangunan transmigrasi, persepsi duniainternasional yang
salah tentang transmigrasi, kelestarian iingkungan, bencana alam, perubahan sumber dana, dan kurangnya
koordinasi lintas sektor.

3. Vis yang paling sesuai untuk pembangunan transmigrasi pada masa pasca reformasi adalah visi nomor |
yang berbunyi "Pembangunan Transmigrasi Merupakan Tulang Punggung bagi Upaya Pemerataan dan
Peningkatan Pembangunan Daerah yang mampu mendukung Konsolidasi Kekuatan sinergi dan seluruh
potensi pembangunan nasional agar Indonesia dapat menjadi Negara Industri Mgju di Tabun 2020"

4. Prioritas misi yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan K esejahteraan Masyarakat dalam Arti Seluas-luasnya di Daerah Transmigrasi (Mis 1 dengan
nilai 0,252)

b. Modernisasi Pertanian di Daerah Pedesaan Melaui Pengintegrasian Pendekatan Agribisnis dalam
Kegiatan Usaha (Misi 3 dengan nilai 0,0129)

c. Pembinaan dan Pengembangan K egiatan Usaha di Wilayah Pengembangan Transmigrasi Melalui
Pengintegrasian dan Pengintensifan Kegiatan Usaha (Misi 2 dengan nilai 0,102)

d. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pembukaan Peluang Berusaha di Wilayah Pengembangan
Transmigrasi (Misi 4 dengan nilai 0,089)

e. Peningkatan Pendayagunaan Potensi Sektor Swasta (Non Pemerintah) bagi Pembangunan Transmigrasi
(Misi 5 dengan nilai 0,083)

5. Prioritas sasaran yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :
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a. Mengembangkan Pusat Pertumbuhan Baru dan Mendukung Peningkatan Pusat Pertumbuhan yang Sedang
Berkembang (Sasaran 3 dengan nilai 0,096).

b. Meningkatkan Proses Integrasi Masyarakat dan Akulturasi Budaya Bangsa (Sasaran 2 dengan nilai
0,066).

c. Meningkatkan Pendapatan Transmigrasi (Sasaran 1 dengan nilai 0,052).

d. Meningkatkan Kesgahteraan Ekonomi dan Sosial Penduduk Lokal Melalaui Pola Usaha Transmigrasi
(Sasaran 4 dengan nilai 0,038).

6. Adapun strategi-strategi yang ditemukan untuk peningkatan keberhasilan transmigrasi adalah strategi SO
yaitu meningkatkan peluang (opportunity) untuk memanfaatkan kekuatan (strength) yang ada.

7. Pada pelaksanaan transmigrasi di PIR Trans Tania Selatan masih ada yang belum sesuai dengan mis
tersebut. Hal ini ditandai oleh belum sepenuhnya melaksanakan modernisasi pertanian melalui
pengintegrasian pendekatan agribisnis dalam kegiatan usaha dan juga kerjasama dengan lembaga-lembaga
ekonomi yang ada beium dilembagakan secara maksimal. Kemudian pembinaan dan pengembangan
kegiatan usaha di wilayah pengembangan transmigrasi melalui pengintegrasian dan pengintensifan kegiatan
usaha di Tania Selatan belum lagi dikembangkan. Dan belum mengarahkan dalam peningkatan kesempatan
kerja dan pembukaan peluang berusaha di wilayah pengembangan transmigrasi.

8. PIR Trans Tania Selatan telah dilakukan kerjasama dengan pihak swasta namun ada kerjasama yang
melembaga dengan |lembaga-|embaga ekonomi masyarakat seperti KUD atau koperasi lainnya sehingga
penyaluran hasil usaha petani masih dikuasai pihak tertentu sgja sehingga harga yang diharapkan belum
memenuhi harapan petani.

9. Polatransmigrasi disesuaikan dengan potensi daerah. Pada PIR Tania Selatan sasaran belum dapat
terlaksana. Hal ini terlihat dari jenis tanaman yang ditanam hanya kelapa sawit, padahal di daerah Tania
Selatan juga sangat cocok dengan tanaman lain seperti coklat.

10. Keterkaitan antara kegiatan ekonomi di daerah transmigrasi dengan pembangunan daerah sekitarnya
perlu dikembangkan dalam rangka pertumbuhan perekonomian rakyat yang bersemangat swadaya. Sasaran
ini belum sepenuhnya terlaksana pada PIR Tania Selatan, sebab pelaksanaan transmigrasi masih tergantung
kepada sumber dana yang disesuaikan pemerintah.

11. Otonomi daerah padatransmigrasi PIR Tania Selatan masih dikelola oleh pusat dan belum dikelola oleh
Pemda setempat, jadi otonomi transmigrasi di Tania Selatan belum terlaksana.

12. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas subsektor transmigrasi sgjak dari perencanaan ,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam pengembangan wilayah pembangunan transmigrasi.
Koordinasi ini di Tania Selatan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat belum padunya
kerjasama antara badan-badan yang terlibat dalam organisasi transmigrasi dengan lembaga-lembaga
penunjang transmigrasi.

13. Kesenjangan analisa lingkungan ekstemal antara Top Down dengan Bottom Up yaitu adanya otonomi
daerah menjadikan peluang yang dapat |ebih dioptimalkan bagi pemerintah daerah.

14. Kesenjangan analisainternal antara Top Down dengan Bottom Up, Pernda akan Iebih optimal karena
membangun di daerah sendiri, perubahan organisasi dilihat dengan lebih positif oleh Pemda karena otonomi
| ebih banyak, namun kualitas SDM dan pengelolaan transmigrasi di daerah menjadi kendala.

15. Kesenjangan alternatif strategi yang ditemukan menurut Top Down dan Bottom Up adalah sebagai
berikut :

a) Kesenjangan pada startegi SO (Strength - Opportunity) yaitu tidak berbeda antara Top Down dengan



Bottom Up, dimana strateginya adalah memanfaatkan lembaga ekonomi, penyesuaian dengan potensi daerah
dan kerjasama antara pusat dan daerah.

b) Kesenjangan pada strategi ST (Strength -- Threats) yaitu strategi Top Down cenderung mengarah pada
penyesuaian dengan keragaman wilayah, sedangkan Bottom Up cenderung mengarah pada pel aksanaan
transmigrasi dengan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing.

¢) Kesenjangan pada strategi WO (Weaknesses - Opportunity) yaitu menurut Top Down dan Bottom Up
tidak begitu berbeda, hanya sgja Bottom Up (Pemda) cenderung mengarah pada pelaksanaan transmigrasi
melalui otonomi daerah.

d) Kesenjangan pada strategi WT (Weaknesses - Threats) yaitu menurut Top Down mengarahkan strategi
WT kepada perbaikan citratransmigrasi pada dunia luar dan pembukaan lapangan kerja, sedangkan menurut
Bottom Up, cenderung mengarah kepada peningkatan pelestarian lingkungan dan mempertimbangkan
bencana alam.

Berdasarkan kessmpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya pendmpatan transmigran yang berorientasi agribisnis dengan diversifikasi pola usaha.
Daam kaitan ini diupayakan untuk dikerjasamakan dengan pihak investor.

2. Perlunya mengintegrasikan daerah pemukiman transmigrasi dengan desa setempat.

3. Polatransmigrasi hendaknya disesuaikan dengan potensi daerah.

4. Pilihan komoditas yang dikembangkan di setiap wilayah seyogyanya mengacu pada keunggulan
komparatif wilayah dan peluang pasar, baik pasar lokal, regional, maupun international .

5. Pembangunan kawasan transmigrasi sebaiknya diarahkan ke wilayah-wilayah yang penduduknya masih
relatif jarang dan masih membutuhkan tambahan penduduk, baik untuk memenuhi permintaan tenaga kerja
maupun untuk pengembangan wilayah.

6. Keterkaitan antara kegiatan ekonomi di daerah transmigrasi dengan pembangunan daerah sekitarnya perlu
dikembangkan dalam rangka pertumbuhan perekonomian rakyat yang bersemangat swadaya.

7. Pengembangan wilayah pembangunan transmigrasi hendaknya dilakukan secara seksama dengan
memperhatikan keragaman antara wilayah serta keunikan wilayah tertentu, khususnya potensi sumber daya,
agroekologi, selaras dan seimbang.

8. Pembangunan wilayah pengembangan transmigrasi sebaiknya ditekankan pada peningkatan pendapatan
rumah tangga transmigran wilayah, sehingga keseimbangan pendapatan dan taraf hidup rumah tangga antar
wilayah dapat diperkecil.

9. Karena minimnya sumber dana APBN diupayakan menarik investor baik investor dalam negeri maupun
asing.

10. Perlu meningkatkan peran lembaga ekonomi khususnya yang ada pada wilayah transmigrasi.

11. Sistem perencanaan sebaiknya berorientasi memanfaatkan otonomi daerah.

12. Perlu peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas subsektor transmigrasi sejak dari perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam pengembangan wilayah pembangunan transmigrasi.

13. Perlu usaha - usahainformasi untuk memberi citra pada dunialuar bahwa program transmigrasi justru
membangun dan melestarikan lingkungan hidup (hutan tropis) dan pembinaan sumberdaya manusia.

14. Perlu adanya penyiapan informasi tentang peluang kerja dan kesempatan berusaha di daerah tujuan
transmigrasi, terutama di sektor ekonomi sekunder dan tertier.

15. Perlu adanya usaha pengembangan sistem informasi antar daerah tujuan transmigrasi (peluang kerja dan



kegiatan usaha yang tersedia) dengan daerah sasaran pengarahan sebagal sumber talon transmigran atau
penduduk yang berminat.



